
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1381, 2017 KEMENKEU. Penatausahaan PBB sektor 

Pertambangan. Perubahan Kedua.  
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 131/PMK.03/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  

NOMOR 76/PMK.03/2013 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK 

BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa ketentuan mengenai Penatausahaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk 

Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor  

76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk 

Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor  26/PMK.03/2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk 

Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas 

Bumi; 

b. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan dan 

kepastian hukum untuk percepatan pelaksanaan 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor 
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Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas 

Bumi, dan Panas Bumi yang dilakukan melalui 

pemindahbukuan atau mekanisme lain, serta guna 

melakukan penyesuaian terminologi sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas 

Bumi, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk 

Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas 

Bumi; 

 

Mengingat  : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang 

Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor 

Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, 

dan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 573) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor  26/PMK.03/2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak 

Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 223); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

76/PMK.03/2013 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK 

PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS 

BUMI. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan 

Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 573) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  

26/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk 

Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 223), 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan angka 4 dan angka 13 Pasal 1 diubah, dan 

ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 17, angka 18, 

dan angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan negara yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya 

disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1994 tentang  Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan. 

3. PBB sektor pertambangan untuk pertambangan 

Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya 

disebut PBB Migas adalah PBB atas bumi dan/atau 

bangunan yang berada di dalam kawasan yang 
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digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan 

Minyak Bumi dan Gas Bumi. 

4. PBB sektor pertambangan untuk pertambangan 

Panas Bumi yang selanjutnya disebut PBB Panas 

Bumi adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan 

yang berada di dalam kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan pengusahaan Panas Bumi. 

5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya 

disingkat SPOP adalah formulir yang dipergunakan 

oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk 

melaporkan data objek pajak dan Subjek Pajak atau 

Wajib Pajak. 

6. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang 

selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang 

dipergunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak 

untuk melaporkan data rinci objek pajak. 

7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang 

selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang 

digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 

memberitahukan besarnya PBB yang terutang 

kepada Wajib Pajak. 

8. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 

yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah Surat 

Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1994 tentang  Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan. 

9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat 

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 

apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 

ditentukan melalui perbandingan harga dengan 

objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, 

atau NJOP Pengganti. 
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10. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam 

wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk 

pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi. 

11. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa 

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan 

temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, 

termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan 

bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, 

tetapi tidak termasuk batubara atau endapan 

hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang 

diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan 

kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi. 

12. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa 

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan 

temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh 

dari proses penambangan minyak bumi dan gas 

bumi, termasuk antara lain gas metan batubara (coal 

bed methan). 

13. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang 

terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan 

bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara 

genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam 

suatu sistem Panas Bumi dan untuk 

pemanfaatannya diperlukan proses pengusahaan. 

14. Penatausahaan PBB Migas dan PBB Panas Bumi 

adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran 

objek pajak, pengadministrasian objek pajak, 

penilaian NJOP, perhitungan, penetapan, 

pembayaran, dan penagihan PBB Migas dan PBB 

Panas Bumi. 

15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan 

angka persentase untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

16. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk 

oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran 
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